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PTN·Minta Komitmen
Pembiayaan
Kekuranqan Perguruan Tinqqi: Ditutup BOPTN
JAKARTA, KOMPAS - Keterjangkauan biaya
kuliah yang akan dimulai pada tahun akademik .
2013/2014 didukung perguruan tinggi negeri.
Namun, perguruan tinggi negeri meminta komitmen
pemerintah untuk memberikan anggaran memadai
guna menjamin kualitas layanan pendidikan tinggi.

"Tentu saja keinginan peme-
rintah supaya biaya kuliah ter-
jangkau masyarakat karni du-
kung, Namun, kebijakan itu ha-
rus menguntungkan sernua pi-
hak, baik pemerintah, mahasis-
wa, maupun perguruan tinggi,"
kata Rochmat Wahab, Rektor
Universitas Negeri Yogyakarta,'
Jumat (28/9).
Hal senada disampaikan Idrus

Paturusi, Rektor Universitas Ha-
sanuddin, Makassar. "Jika peme-
rintah berkomitmen memberla-
kukan biaya kuliah yang terjang-
kau, nantinya program studi yang
selama ini dikeluhkan mahaljuga
akan terbantu," kata Idrus.
Menurut Idrus, yang juga Ke-

.tua Majelis Rektor Perguruan
Tinggi Negeri (pTN) Indonesia,
saat ini perguruan tinggi sudah
diminta untuk menghitung sa-

tuan biaya di setiap program
studio Dari penghitungan terse-
but, nanti akan ditetapkan be-
rapa biaya yang bisa dipungut
dari mahasiswa. Jika masih ada
kekurangan, pemerintah akan
memberikan subsidi lewat ban-
tuan operasional PTN (BOPTN).
Rochmat mengingatkan supa-

ya pemerintah juga memperha-

tikan PTN yang masih belum
mampu mengembangkan riset
dan kerja sama yang mengha-
silkan pendapatan bagi PTN. Du-
kungan bagi kampus-kapus ini
juga dibutuhkan agar kesen-
jangan di antara PTN tidak se-
makin lebar.

rus dipublikasikan kepada ma-
syarakat tersebut ditargetkan se-
lesai Februari 2013. Dengan de-
mikian, pada tahun akademik
2013/2014, mahasiswa memba-
yar SPP tunggal sesuai dengan
standar pembiayaan yang sudah
ditetapkan pemerintah.
Djoko Santoso, Direktur Jen-

Standar biaya disusun deral Pendidikan Tinggi Kem-
Menteri Pendidikan dan Ke- -dikbud, menyatakan, pemerintah

budayaan Mohammad Nuh rnemberikan subsidi kepada PTN
mengatakan, tim Kementerian yang berstatus badan hukum
Pendidik~ dan Kebudayaan se- yang merupakan eks PTN badan
dang menyusun standar satuan hukum milik negara. Dengan de-
biaya operasional pendidikan mikian, PTN yang termasuk- fa-
tinggi, Pemerintah menetapkan vorit dan diburu masyarakatjuga
plafon maksimal yang boleh di- akan menerapkan biaya sesuai
pungut dari mahasiswa. dengan standar pembiayaan yang
Standar pembiayaan yang ha- ;"ada. (EL;®

Kliping Humas Unpad 201).


